
MENJADI

KODE  BIAYA SATUAN JUMLAH

7 9 11 12

115.CQ 125.086.837.000                   

5245 1.854.365.000                       

BAH 513.553.000                          

001  513.553.000                          

201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan 

pelanggaran (Provinsi)

235.332.000                         

A) 158.562.000                         

B) 76.770.000                           

202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses 

(Provinsi)

90.367.000                           

A) 59.515.000                           

B) 30.852.000                           

301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab/Kota) 82.770.000                           

302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab/Kota) 105.084.000                         

BDB 121.110.000                          

001 121.110.000                          

201
Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan

pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
121.110.000                         

A) Tanpa sub komponen 121.110.000                          

BKC 1.219.702.000                       

001 1.219.702.000                       

201 Pengawasan Pemilu Partisipatif (Provinsi) 210.568.000                         

A) 46.010.000                           

B) 74.240.000                           

C) 90.318.000                           

202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi) 138.698.000                         

A) 138.698.000                         

203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi) 57.990.000                           

A) 57.990.000                           

204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan

205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada 

Disabilitas (Provinsi)

11.700.000                           

A) 11.700.000                           

301 Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kab/Kota) 200.340.000                         

302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab/Kota) 432.770.000                         

303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab/Kota) 82.376.000                           

304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab/Kota)

305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada 

Disabilitas (Kab/Kota)

85.260.000                           

6661 33.465.225.000                     

6661.QIC 33.118.975.000                     

6661.QIC.001                  28.731.350.000 

 201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan 

penyelenggaraan pemilu (Provinsi)

592.281.000                         

A) 592.281.000                         

 202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan 

produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)

407.530.000                         

A) 407.530.000                         

 203 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 

(Provinsi)

204.964.000                         

A) 204.964.000                         

 204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif

partisipatif (Provinsi)

510.790.000                         

A) 362.530.000                         

B) 148.260.000                         

 205 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran 

(Provinsi)

774.385.000                         

A) 661.005.000                         

B) 113.380.000                         

 206 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa  (Provinsi) 620.033.000                         

A) 213.573.000                         

B) 406.460.000                         

 207 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi) 249.060.000                         

A) 249.060.000                         

 208 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu  

(Provinsi)

185.573.000                         

A) 185.573.000                         

 301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan 

penyelenggaraan pemilu (Kab/Kota)

2.933.048.000                      

 302 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan 

produk hukum non peraturan Bawaslu (Kab/Kota)

2.357.096.000                      

 303 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 

(Kab/Kota)

1.367.528.000                      

 304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif  (Kab/Kota) 1.735.680.000                      

 305 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran 

(Kab/Kota)

5.318.557.000                      

 306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa 

(Kab/Kota)

592.344.000                         

 307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab/Kota) 2.694.291.000                      

 308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu 

(Kab./Kota)

2.282.190.000                      

Tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

Rakernis pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa

Rakernis pembinaan penanganan pelanggaran

Tanpa sub komponen

Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif

Tanpa sub komponen

Sosialisasi pengawasan  pemilu partisipatif

tanpa sub komponen

Tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA 

PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan 

Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Tanpa sub komponen

Tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilih 

Pemula/Media/Ormas/Stakeholder

Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif

Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Pemilu Partisipatif

Pemantauan Lembaga

Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Laporan Semester terkait Pembinaan/Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa Proses

Kegiatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

proses Bawaslu Provinsi

Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan 

pelanggaran 

Rakernis Sistem Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES 

KONSOLIDASI DEMOKRASITEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH 

BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA Pelayanan Publik Lainnya

RINCIAN VOLUME KEGIATAN
VOLUME 

KEGIATAN

8 10

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/

Komponen Input

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L

BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023



KODE  BIAYA SATUAN JUMLAH

7 9 11 12

RINCIAN VOLUME KEGIATAN
VOLUME 

KEGIATAN

8 10

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/

Komponen Input

 401 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 

(Kecamatan)

772.000.000                         

 402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan) 5.134.000.000                      

6661.QIC.003                    4.387.625.000 

 401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan) 4.387.625.000                      

6661.UAB                       346.250.000 

6661.UAB.001                       346.250.000 

201                            178.250.000 

A) 12.000.000                           

301                            168.000.000 

6838 61.113.178.000                     

6838.QIC 61.113.178.000                     

6838.QIC.001 41.102.300.000                     

401 Honorarium (Kecamatan) 18.354.300.000                    

501 Honorarium (Kelurahan/Desa) 22.748.000.000                    

6838.QIC.002 20.010.878.000                     

301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota) 8.513.040.000                      

302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota) 1.488.000.000                      

402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan) 4.632.000.000                      

403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan) -                                            

404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan) 4.731.588.000                      

502 Penanda Identitas (Kelurahan/Desa) 646.250.000                         

6839 11.153.098.000                     

6839.QIC 9.942.490.000                       

6839.QIC.001 9.942.490.000                       

201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran 

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)

113.560.000                         

A) 113.560.000                         

202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih (Provinsi)

151.610.000                         

A) 151.610.000                         

203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data 

pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)

81.480.000                           

A) 81.480.000                           

301 Publikasi dan dokumentasiPublikasi dan dokumentasi 

pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih (Kab/Kota)

222.920.000                         

302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih (Kab/Kota)

3.371.680.000                      

303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data 

pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab/Kota)

1.538.290.000                      

401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih (Kecamatan)

2.007.200.000                      

501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 

daftar pemilih (Kelurahan/Desa)

2.455.750.000                      

6839.QCE 1.210.608.000                       

6839.QCE.001 1.210.608.000                       

202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran 

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)

158.592.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 158.592.000                          

302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran 

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab/Kota)

1.052.016.000                      

6840 423.158.000                          

6840.QIC 370.269.000                          

6840.QIC.001 370.269.000                          

201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta 

pemilu (Provinsi)

65.019.000                           

          A) Tanpa Sub Komponen 65.019.000                           

202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi) 80.216.000                           

          A) Tanpa Sub Komponen 80.216.000                           

203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta 

pemilu (Provinsi)

99.927.000                           

          A) Tanpa Sub Komponen 99.927.000                            

301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta 

pemilu (Kab/Kota)

31.090.000                           

302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab/Kota) 49.164.000                           

303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta 

pemilu (Kab/Kota)

44.853.000                           

6840.QCE 52.889.000                            

6840.QCE.001 52.889.000                            

201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan 

peserta pemilu (Provinsi)

2.205.000                             

          A) Tanpa Sub Komponen 2.205.000                              

202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan 

peserta pemilu (Provinsi)

2.205.000                             

          A) Tanpa Sub Komponen 2.205.000                              

203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan 

peserta pemilu (Provinsi)

2.205.000                             

          A) Tanpa Sub Komponen 2.205.000                              

301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan 

peserta pemilu (Kab./Kota)

9.450.000                             

302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan 

peserta pemilu (Kab./Kota)

2.534.000                             

303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan 

peserta pemilu (Kab./Kota)

34.290.000                           

6841 89.533.000                            

6841.QIC 252.000                                 

6841.QIC.001 252.000                                 

201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah 

kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)

63.000                                  

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah 

Pemilihan

PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN 

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses 

Penetapan Peserta Pemilu

Penanganan Perkara

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu

PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses 

Penetapan Peserta Pemilu

Penanganan Perkara

tanpa sub komponen

Tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan 

Daftar Pemilih

Operasional Pengawas Ad-Hoc

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH 

LEMBAGA AD-HOCPengawasan dan Pengendalian Lembaga

Honorarium Pengawas Ad-Hoc

Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)

tanpa sub komponen

Sistem Informasi Pemerintahan

Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu

Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)

Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas 

Pemilu Ad-Hoc



KODE  BIAYA SATUAN JUMLAH

7 9 11 12

RINCIAN VOLUME KEGIATAN
VOLUME 

KEGIATAN

8 10

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/

Komponen Input

          A) Tanpa Sub Komponen 63.000                                  

202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan 

daerah pemilihan (Provinsi)

63.000                                  

          A) Tanpa Sub Komponen 63.000                                   

301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan 

penetapan daerah pemilihan (Kab/Kota)

63.000                                  

302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan 

daerah pemilihan (Kab/Kota)

63.000                                  

6841.QCE 89.281.000                            

6841.QCE.001 89.281.000                            

201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan 

jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)

11.881.000                           

          A) Tanpa Sub Komponen 11.881.000                            

301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan 

jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab/Kota)

77.400.000                           

6842 16.988.280.000                     

6842.QIC 14.502.458.000                     

6842.QIC.001 14.502.458.000                     

201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Provinsi)

104.782.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 104.782.000                         

202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta 

anggota DPR, DPD dan DPRD  (Provinsi)

175.037.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 175.037.000                          

203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden 

dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)

145.927.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 145.927.000                          

301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Kab./Kota)

98.000.000                           

302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta 

anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)

394.352.000                         

303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden 

dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Kab./Kota)

1.309.560.000                      

401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta 

anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)

12.274.800.000                    

6842.QCE 2.485.822.000                       

6842.QCE.001 2.485.822.000                       

201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Provinsi)

131.180.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 131.180.000                          

202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Provinsi)

120.153.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 120.153.000                          

203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Provinsi)

188.501.000                         

          A) Tanpa Sub Komponen 188.501.000                          

301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Kab./Kota)

681.996.000                         

302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Kab./Kota)

681.996.000                         

303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan 

Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 

(Kab./Kota)

681.996.000                         

115.WA 33.212.356.000                     

ZZ 29.811.723.000                     

6849.EBA 28.101.817.000                     

6849.EBA.956 230.360.000                          

201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi 116.608.000                         

A) 116.608.000                         

301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota 113.752.000                         

6849.EBA.994 27.871.457.000                     

001 Gaji dan tunjangan 9.600.107.000                      

A) 4.034.292.000                      

C) 32 1.971.539.000                      

ZZ) 60 1.254.068.000                      

002 Operasional dan pemeliharaan kantor 18.271.350.000                    

A) 2.886.795.000                      

B) 777.618.000                         

6849.EBB 566.571.000                          

6849.EBB.951 566.571.000                          

202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 

Bawaslu Provinsi

326.571.000                         

A) 208.971.000                         

B) 117.600.000                         

203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu 

Provinsi

16.875.000                           

A) 16.875.000                           

302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 

Bawaslu Kabupaten/Kota

223.125.000                         

303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu 

Kabupaten/Kota

6849.EBB.971 -                                             

201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu 

Provinsi

301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

6849.EBD 1.143.335.000                       

6849.EBD.952 330.342.000                          

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Layanan Sarana Internal

Belanja Modal untuk Kebutuhan Sentra Gakkumdu

tanpa sub komponen

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana Internal

tanpa sub komponen

Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi

Automatic Adjusment

Kabupaten/Kota

Layanan Perkantoran

Bawaslu Provinsi

tanpa sub komponen

PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan BMN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Penanganan Perkara

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, 

PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penanganan Perkara

Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan 

Penetapan Daerah Pemilihan



KODE  BIAYA SATUAN JUMLAH

7 9 11 12

RINCIAN VOLUME KEGIATAN
VOLUME 

KEGIATAN

8 10

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT

Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/

Komponen Input

201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi 134.490.000                         

A) Tanpa sub komponen 7.580.000

B) Rakernis Penyusunan RKA K/L Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota 126.910.000

301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu 

Kabupaten/Kota

195.852.000                         

6849.EBD.953 180.916.000                          

201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

Bawaslu Provinsi

92.848.000                           

A) 92.848.000

301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

Bawaslu Kabupaten/Kota

88.068.000                           

6849.EBD.955 481.729.000                          

201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan 

Bawaslu Provinsi

268.460.000                         

A) 268.460.000

301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

213.269.000                         

6849.EBD.974 150.348.000                          

201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan 

Bawaslu Provinsi

52.680.000                           

A) 52.680.000

301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

97.668.000                           

6850 2.788.030.000                       

6850.EBA 2.680.162.000                       

6850.EBA.957 407.379.000                          

201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di 

Bawaslu Provinsi

42.454.000                           

A) 42.454.000                           

202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi 36.565.000                           

A) 36.565.000                           

203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi 8.040.000                             

A) 8.040.000                             

301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu 

Kabupaten/Kota

239.400.000                         

302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota 80.920.000                           

6850.EBA.962 1.919.663.000                       

201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu 

Provinsi

365.316.000                         

A) 64.040.000                           

ZZ) 301.276.000                         

301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

1.554.347.000                      

ZZ) 1.035.507.000                      

6850.EBA.969 353.120.000                          

201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu 

Provinsi

61.560.000                           

A) 61.560.000                           

202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi 11.560.000                           

A) 11.560.000                           

301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota 280.000.000                         

6850.EBC 107.868.000                          

6850.EBC.954 107.868.000                          

201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu 

Provinsi

9.308.000                             

A) 9.308.000                             

301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

98.560.000                           

4355 97.950.000                            

4355.EBD 97.950.000                            

4355.EBD.961 97.950.000                            

201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu 

Provinsi

20.670.000                           

A) 20.670.000

301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota

77.280.000                           

4356 514.653.000                          

4356.EBA 514.653.000                          

4356.EBA.958 228.550.000                          

201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta 

informasi publik Bawaslu Provinsi

108.822.000                         

A) 108.822.000

301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta 

informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota

119.728.000                         

4356.EBA.963 286.103.000                          

201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik 

Bawaslu Provinsi

102.414.000                         

A) 102.414.000                         

301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik 

Bawaslu Kabupaten/Kota

183.689.000                         

                    158.299.193.000 TOTAL

tanpa sub komponen

Layanan Data dan Informasi

tanpa sub komponen

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu

tanpa sub komponen

PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN 

INTERNALLayanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Reformasi Kinerja

tanpa sub komponen

Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Manajemen SDM

tanpa sub komponen

Layanan Bantuan Hukum

tanpa sub komponen

Automatic Adjusment

Automatic Adjusment

Layanan Umum

tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

tanpa sub komponen

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Hukum

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu

Tanpa sub komponen

Layanan Manajemen Keuangan

Tanpa sub komponen

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Tanpa sub komponen


